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ABSTRAK 

 

 

Pasca terjadi unjuk rasa yang sebagian disertai dengan kerusuhan 19 Agustus 2019 di 

sejumlah wilayah Papua dan Papua Barat yang diakibatkan oleh isu rasisme terhadap 

beberapa mahasiswa Papua di Surabaya, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian 

Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memutuskan untuk membatasi akses 

internet melalui siaran pers untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, terutama 

peredaran info hoax dan provokatif. Namun hal ini dianggap telah mencederai kebebasan 

masyarakat yang memiliki hak untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi dari mana 

pun. Media yang tersedia untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi hanya SMS dan 

telefon. Alhasil masyarakat tidak dapat menjalankan kegiatan sehari-harinya khususnya 

kegiatan ekonomi, terkendala dalam mengakses dan mengekspresikan informasi di media 

sosial.  Padahal peraturan perundang-undangan di Indonesia pun belum mengatur secara 

spesifik wewenang untuk memutus akses internet. Konstitusi juga menyebutkan bahwa 

dalam membatasi hak yang bersifat konstitusional harus dilakukan dengan Undang-

Undang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis adanya perbuatan maladministrasi 

oleh Kemenkominfo dalam melambatkan dan memblokir akses internet di beberapa 

wilayah provinsi Papua dan Papua Barat. 
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ABSTRACT 

 

 

After protests that were partly accompanied by riots on August 19, 2019 in a number of 

areas of Papua and West Papua caused by the issue of racism against some Papuan 

students in Surabaya, the Government of Indonesia through the Ministry of Communication 

and Information (Kemenkominfo) decided to restrict internet access through press releases 

to avoid unwanted things, especially the circulation of hoax and provocative info. However, 

this is considered to have harmed the freedom of the public who have the right to 

communicate and get information from anywhere. The available media to communicate 

and obtain information is only SMS and telephone. As a result, people are unable to carry 

out their daily activities, especially economic activities, constrained in accessing and 

expressing information on social media. In fact, the laws and regulations in Indonesia have 

not specifically regulated the authority to cut off internet access. The Constitution also 

states that in limiting constitutional rights must be exercised by Law. This study aims to 

analyze the maladministration by the Ministry of Communication and Information in 

slowing down and blocking internet access in several provinces of Papua and West Papua. 
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